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P,ERJAIIIJ1Ail KERJASATA
ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

SUKOHARJO

DENGAN
SAHABAT PETANI PORANG SUKOHARJO (SPPS)

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENELITIAN

DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PERTANIAN SECARA LUAS

Pada hari ini, Senin, 12 Juni 2023 bertempat di KabUpaten Sukoharjo, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Novian Wely Asmoro, S-TP., M.Sc : Selaku Dekan Fakultas pertanian Universitas Veteran
Bangun !19$ara, yang berkedudukan di Sukoharjo,
dalam har ini bertindak untuk dan atas nama Fakurias
Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara yang
selanjutnya disebut sebagai ptHAK FenfaUl

Erwin Lasiyanto : Selaku Ketua Sahabat petani porang Sukoharjo,
selanjutnya di sebut sebagai ptHAK KEDtiA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA ptHAK, dan masing-masing disebut'plHAK".
PARA PIHAK dalam kedudukannya sepakat_ mengadakan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya
{*o{ Perjanjian) tentang Pengembanlan di Bidaig penJioka'n.i"n per"iil.t"n, penetitian danPengabdian Kepada Masyarakai, denga-n ketentuan ieoadi berikut:

KETEIH;i',Jrrrn

|:ty_ Perjanjian Kelasqma ini yang dimaksud dengan:
(1) Fakultas Pertanian Universital Veteran Bangirn Nusantara Sukoharjo adalah institusi
,^. pendidikan.yang mendidik calon tenaga professional antara lain di bidani pertanian .(2) Dekan adalah pimpinan.tertinggi di instiiusi tingkat ra[uus v"ng Grt";rlgung jawab ataspenyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya.-
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(3) Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS) adalah sebagai lembaga penyetenggaraan diklat
bidang pertanian.

(4) Ketua Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SPPS), adalah pimpinan tertinggi yang
bertanggung jawab terhadap kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan di Sahabat petani
Porang Sukoharjo (SPPS)

(5) Peserta didik adalah mahasiswa, pegawai, petugas maupun perseorangan baik dari
Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi/ lnstitW Politeknik /Koperasi dan Perseorangan.

DASARP;M i"'OO
(1) Kerjasama ini didasarkan atas azas saling membantu dan saling mendapat manfaat di

bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepadJ masyarakat.
(2) Kerjasama ini bertujuan untuk:

a. Meningkatkan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi dan ketrampilan sumberdaya
manusia di kedua belah pihak melalui seminar, magang keria, prakerin, kaji ilmiah,

,, penelitian dan kediklatan.
b. Mengembangkan kurikulum dengan kompetensi yang handal, dan marketable, untuk

menghadapi era globalisasi.
c. Meningkatkan pengalaman,pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik PIHAK

PERTAMA di Sahabat Petani Porang Sukoharjo (SppS)
d. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program pengabdian kepada

masyarakat.
Pasal 3

RUANG LINGKUP DAN WLAYAH KERJA

(1) Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang Kediklatan, Magang Kerja, Prakerin, Pendidikan,
Penelitian, Praktik Kerja dan PengaMian Kepada masyarakai sert-a bidang lain sepanjang
tidak menyimpang daridasar dan tujuan kerjasama.

(2) Wilayah kerja (unit kerja) pada PIHAK KEDUA yang dipakai untuk petaksanaan kerjasama
ini terutama adalah bidang pertanian pada umumnya dan bidang lainya yang secara
integral sebagai 

.uPa.ya 
pengembangan Sumber Daya Manuasia, ilmu dan-Telino6gi, yang

dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

HAK Dflifl*for,ro*
(1) Hak-Hak PIHAK PERTAMA adatah:

a. Berhak mengirimkan dan menyerahkan mahasiswalpeserta didik untuk melaksanakan
kegiatan kediklatan, praktik kerja lapangan, penelitian, keda pengabdian masyarakat
(KKN) dan tugas akhir di lingkungan pil-l{K KEDUA;

b. Berhak mendapatkan fasilitas/sarana/prasarana dari PIFIAK KEDUA sesuai dengan
tujuan pendidikannya di bawah bimbingan tenaga pembimbing dari Sahabat pe[ani
Porang Sukoharjo (SPPS);

c. Berhak mendapatkan bimbingan dari tenaga pembimbing yang ditunjuk PIHAK KEDUA
untuk keperluan kemajuan pendidikan dan penelitian;

d. Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praHik, penelitian, dan
tugas akhir sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh pAFlA pll-lAK;

e. Berhak memanfaatkan surnber daya manusia dari PIHAK KEDUA guna kepentingan
kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja;

f. Berhak mengusulkan mateii/metode kediklatan yang dianggap perlu.

ffi
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g. Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta didik;
(2) Hak-Hak PIHAK KEDUA adalah:

a. Berhak menetapkan kebijakan tentang Kediklatan, pendidikan, penelitian dan

administrasi serta biaya/keuangan di lingkungan PIHAK KEDUA;

b. Mengusulkan materi dan metode pembelajaran yang di anggap perlu, untuk

meningkatkan kopetensi peserta didik.
c. Melakukan evaluasi/penguji terhadap hasil pelaksanaan kediklatan, pendidikan,

penelitian, kajian ilmiah, prakerin sesuaikesepakatan kedua belah pihak.
'Berhak 

mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA tentang pemberian sanksi atas setiap
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik atau Dosen PIHAK PERTAMA yang

bertugis di lin-gkungan PIFIAK KEDUAterhadap peraturan yang berlaku;
genJ1 memperolefr penggantian atas sarana/fasilitaslbuku perpustakaan yang

(3)

rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta didik.

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah:
a. Menyediakan pedoman praktik mahasiswa, daftar hadir, dan format evaluasi bagi

'' mahlsiswa setiap periode praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir;

b. Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi.

c. Meniganti kerugian atas peralatanlfasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK KEDUA
y"ng;r.aUhi hn! akibat keialaian/kecerobohan mahasiswa P I HAK PERTAIvIA;

O. fueri"anggung biiya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dengan ketentuan

yang berlaku diP|HAK PERTAMA;
e. Melakukan supeMsi pada mahasiswa praktik;

f. Menjamin peserta OiOif nnnK PERTAMA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan

disiplin yang berlaku dilingkungan Pll-lAK KEDUA;
g. f\iembdikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan praktik tentang hal-

hal yang boleh/tidak boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi;
h. Meiratuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perianjian kerjasama ini.

Kanvajiban PIHAK KEDUA adalah:
a. Menyediakan Sumber Daya Manuasia kediklatan, tenaga pengajar, sarana dan

prasarana kediklatan sesuai kurikulum kediklatan yang ditentukan.
b. Menyediakan tempat sebagai lahan praktik keria lapangan, penelitian, dan tugas akhir

sesuaidengan bidang pendidikan peserta didik PIHAK PERTAttfiA;
c. Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan

yang dikoordinasi oleh Bagian Sumber Daya Manusia;
O. futemUerikan kesempatan, kepada mahasislva PIHAK P'ERTAMA untuk melakukan

kegiatan praktik keria lapangari, penelitian, dan tugas akhir;
e. Menyediakan tenaga peqbimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan,

pelatihan, dan penelitian sesuai kemampuan Pll-lAK KEDUA;
f. Memberikan evaluasi dan penilaian sesuai dengan tatia cara yang telah ditentukan oleh

kedua belah pihak;
g. Mematuhiketentuan yang tetah disepakatidalam perjanjian kerjasama ini.

(4)
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Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam naskah perjanjian kerjasama
ini ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak dengan melibatkan unit lain atau bagian
yang terkait di lingkungan kedua belah pihak

(2) Pengiriman mahasisra oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jaduual, jumlah dan jenis
kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian ihi harus mendapatkan persetujuan
dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA mengangkat tenaga/staf dari PIFIAK KEDUA yang memenuhi syarat
dan ketentuan untuk menjadi pembimbing praktik keria lapangan atau dosen tidak tetap
dilingkungan PIHAK PERTAMA

(4) Kedua belah pihak bersama-sama bertanggungiawab dalam menjaga dan meningkatkan
sumberdaya insani dari pihak masing-masing.

(5) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini
akan dilakukan evaluasi secara berkala.

(6) palam pelaksanaan kegiatan penelitian, PIHAK KEDUA sepakat bertindak sebagai tempat
untuk pelaksanaan praktik kefia lapangan, penelitian, dan tugas akhir mahasiswa dari
PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
PEi,TBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan
kepada kedua belah pihak sesuai kesepqkatan bersama, serta 6kan dilakukan evaluasi dan
perubahan bila perlu untuk setieji tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjaniian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(21 Selama masa berlakunya perjanjian, kedua belah pihak harus mengupayakan adanya
tindak lanjut berupa kegiatan sesuaidengan ruang lingkup kerja sama.

(3) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan
kedua belah pihak.

(4) Pengakhiran perjanjian kedasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk
menyelesaikan kewaj i bannya yang sedang berjalan.

Pasal 8
SANKSI

Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan atau memakai peralatan mitik PTHAK KEDUA
dalam rangka pelaksanaan praktik kerja lapangan, penelitian, dan tugas akhir ternyata
mengalami kerusakan atau hilang maka PIHAK PERTAMA harus mengganti peralatan
tersebut.
Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan perianjian kerjasama ini
secara sepihak setelah melalui peringatan secara tertulis.

(1)

(2)

ffi
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Pasal 9
FORCE MAJEURE

Apabita terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (force m9i9!Q

Ving ;"ngakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA

Frffif Oeigan itikad baik dan demi tercapainya makgu! dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini,

sepakat untuk menyelesaikan secara ,rsy"*Lrah untuk mencapai mufakat dan dengan tidak

saling merugikan PARA PIHAK.

Pasal {0
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbulsebagai afiUat pelaksanaan perjanjian.ini

maka kedua Ueian plnaf setrlu-Oan sjpakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan

mufakat.
Q) Apabila penyelesaian perselisihan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
\&' 

i$,lirr"i-;;i;-kedua betah:.pihak setrliu untuk menyelesalr9ryv." melalui pengadilan

O"rgln memilih kedudukan nuXum ying umum dan tietap di Kantor Pengadilan Negeri

Kab. Sleman.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau yang belym d!atr11 dalam perianiia.n kerjasama ini dan, 
segala p"rrba# atau penamUinan dari perjaniian keriasama ini, akan dirundingkan

kembali atas Oasar mrsyi*arah oleh PARA ptnnk dan dituangkan kedalam suatu Surat

Keputusan Bersama/addendum/amandemen ataupun petuniuk !9knts pelaksanaan

keijasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.kedasama ini.

(Z) Doi<umen-dokuiren, surat-surit din -lampiran-lampiran yang 
, 
berhubungan dengan\-' 

perjinjian terlasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perianiian

kerjasama ini.

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di.Kabupaten.Semarang, pada

ha6 dan tandgai sebagiimana tersebut pada awal Perianjian Keriasama ini, dibuat dalam

rangfap 2 (d-1|a), bermiterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

sama.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Pertanian

Universitas Veteran Bangun Nusantara

PIHAK KEDUA
Ketua

Enrin

I
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